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ABSTRAK 

Nedya Nur Neldis, (2024): Implementasi Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap 

Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan 

Negeri Padang Panjang 

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena masih adanya hambatan dalam 

proses penyelesaian gugatan sederhana yang realitanya belum terlaksana sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di 

Pengadilan Negeri Padang Panjang dan mengetahui faktor penghambat 

implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di 

Pengadilan Negeri Padang Panjang. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-

undang (statute approach). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer 

dengan melakukan wawancara bersama hakim dan panitera muda perdata di 

Pengadilan Negeri Padang Panjang dan data sekunder dari bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data observasi , wawancara, 

dokumentasi dan teknik analisa data kualitatif. 

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah Implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang Panjang 

secara umum dapat dilihat pada proses penyelesaian perkara gugatan sederhana 

dengan nomor perkara 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp yaitu penetapan hakim dan 

panitera penganti yang penunjukannya diberitahukan 2 hari sebelum sidang 

pertama dan pemberitahuan putusan 2 hari sebelum dibacakan putusan oleh 

hakim. Akan tetapi batas waktu penyelesaiannya mencapai 38 hari. Hal yang 

menyebabkan ini terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat dalam 

penyelesaiannya seperti tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada 

masyarakat terkait dengan Perma ini, sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana 

cara sidang dan banyak dari masyarakat yang takut untuk mengikuti persidangan. 

Kemudian  mereka juga tidak mengetahui bagaimana alur dalam persidangan dan 

juga pada penyelesaian perkara pada nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp masih 

memiliki hambatan dalam proses penyelesaian perkaranya dikarenakan 

berbenturan dengan hari libur nasional yaitu bertepatan dengan hari raya idul fitri, 

karena hal tersbutlah yang membuat waktu persidangannya harus ditunda  dan 

memakan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Gugatan Sederhana, Perdata. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup seorang diri tanpa adanya 

bantuan dari manusia lain. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus 

melakukan interaksi, baik interaksi antara manusia dengan manusia, antara 

manusia dengan kelompok manusia maupun kelompok manusia dengan kelompok 

manusia. Dengan melakukan interaksi maka manusia harus bisa hidup 

bermasyarakat. Namun, kehidupan manusia yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat tidak senantiasa akan selalu damai dan belum tentu akan terpenuhi 

kebutuhannya, dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara dua pihak. Hal ini 

disebut dengan konflik, konflik dapat menjadi sengketa dan dapat dibawa 

kehadapan orang untuk di bantu penyelesaiannya.
1
 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.
2
 

Sebagaimana Negara yang berdasarkan kepada hukum untuk mengatur kehidupan 

bangsa dan Negara, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, maka setiap 

warga Negara memiliki hak atau kedudukan yang sama di depan hukum, 

sebagaimana sudah dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

                                                           
      

1
Karim, Kairuddin, Abdillah, "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara.” dalam Jurnal   

Litigasi Amsir, Volume 9., No.2., (2022), h. 128. 

      
2
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). 



2 

 

 
 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya berguna untuk 

mewujudkan hak dalam memperoleh keadilan pada saat proses peradilan.
3
 

Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga 

peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan untuk menyelesaikan 

jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu, lembaga peradilan perdata yang ada di 

Indonesia adalah pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan 

untuk dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang mengalami 

permasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi 

penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, advokat/penasehat hukum serta 

pejabat pengadilan yang terkait. Pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian 

hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum.
4
 

Perselisihan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah sengketa perdata. 

Terjadinya sengketa hukum di dalam masyarakat, diselesaikan dengan 

membangun suatu cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan gagasan negara 

Indonesia sebagai suatu negara hukum. Yaitu, dengan menjamin adanya 

perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, dengan disediakannya 

berbagai lembaga peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap 

permasalahan-permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian pada warga 

negara tersebut.
5
 

                                                           
      

3
Harviyani, Shifa Adinatira, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice." 

dalam Jurnal Verstek, Volume 9., No. 3., (2021), h. 653. 

      
4
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka, 2013), h. 37. 

      
5
Riyanto, Benny, Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara 

Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan 

Biaya Ringan" dalam Masalah-Masalah Hukum, Volume 48., No.1., (2019), h. 98-110. 
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Untuk menerapkan sebuah lembaga peradilan yang berkeadilan di negara 

Indonesia yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu hal yang sangat 

penting sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia. Dalam menegakkan hukum dan keadilan perlu adanya 

perangkat hukum yang baik serta peraturan yang benar dan tegas agar dapat 

memberikan arahan kepada setiap lembaga pengadilan yang menciptakan keadilan 

untuk setiap orang yang mencari keadilan.
6
 

Penegak hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa hanya 

dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Dengan begitu, yang berwenang 

dalam memeriksa dan mengadili sengketa hanya lembaga peradilan yang 

berwenang.
7
 Terjadinya sengketa itu disebabkan oleh adanya perselisihan antara 

kedua belah pihak yang pada akhirnya sengketa ini harus di selesaikan di sebuah 

peradilan, guna untuk mendapatkan keadilan di antara keduanya. 

Dalam klasifikasi hukum, hukum perdata adalah hukum privat.
8
 Hukum 

perdata, yaitu sebuah hukum yang dibentuk untuk mengatur tentang tata cara 

penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari permasalahan pribadi antara subjek 

hukum lain, baik antara orang dengan orang, atau orang dengan badan hukum, 

maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai media 

                                                           
      

6
Maskum, "Prosedur melakukan Gugatan Dan Upaya Hukum Terhadap Gugatan Sederhana 

(Small Claim Court) Dalam Perspektif Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Perma Nomor 2 Tahun 2015" dalam Journal Ilmiah Rinjani (JIR), Volume 9., No. 1., (2021), h. 

64-75. 

      
7
Afriana, Anita, Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di 

Indonesia" dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4., No. 1.,  (2019), h. 53-71. 

      
8
Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, et.al., Hukum Perdata, (Bandung: Widina Bhakti 

Prasada, 2023), Cet.Ke-1, h. 170. 
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untuk orang yang ingin menuntut kerugian terhadap orang yang melanggar 

kepentingan pribadi (privat) orang lain.
9
 

Hukum “perdata” berasal dari bahasa sanskerta yang berarti pribadi (privat), 

sipil (civiel), warga (burger) yang berarti peraturan mengenai warga, pribadi, 

sipil, yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Menurut Abdul Kadir 

Muhammad dalam hukum perdata terdapat 3 unsur sebagai berikut : 

1. Peraturan hukum, yaitu serangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan 

itu ada yang berbentuk tertulis ada pula yang berbentuk tidak tertulis seperti 

hukum adat. 

2. Hubungan hukum, adalah hubungan yang diatur oleh hukum seperti hak dan 

kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, dan pribadi yang lain 

dalam hidup bermasyarakat. 

3. Orang, adalah subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. 

Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan 

hukum.  

Maka dari itu, hukum perdata mengatur hubungan antara perseorangan baik 

dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan 

hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum.
10

 

Hukum perdata dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata materil dan 

hukum perdata formil. Hukum perdata materil disebut hukum perdata yang 

mengatur tentang kepentingan-kepentingan perdata pada setiap subjek hukum, 

sedangkan hukum perdata formil mengatur tentang proses penyelesaian perkara di 

                                                           
      

9
Karim, Kairuddin, Abdillah, op. cit., h. 120. 

      
10

Ishaq dan Efendi, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 

Cet.Ke-1, h.151. 
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depan pengadilan secara formal. Hukum perdata formil sudah diatur dalam hukum 

acara perdata di Indonesia. 

Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur tata cara 

mempertahankan dan memelihara hukum perdata materil. Hukum acara perdata 

juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk 

mengajukan suatu perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara 

hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.
11

 

Soepomo mengatakan bahwa dalam peradilan perdata hakim memiliki tugas 

yaitu harus bisa mempertahankan tata hukum perdata (Burgelijke Rechtorde) 

menetapkan apa yang seharusnya ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.
12

 

Dalam hukum acara perdata juga mengatur tentang bagaimana caranya orang 

berlaku di depan pengadilan, bagaimana caranya agar pihak yang terancam 

kepentingannya dapat mempertahankan diri, dan bagaimana seorang hakim 

bertindak sekaligus mengambil keputusan secara adil, bagaimana cara 

melaksanakan putusan hakim yang bertujuan agar setiap hak dan kewajiban yang 

telah diatur di dalam hukum perdata materil dapat berjalan dengan seharusnya, 

maka dari itu dapat terwujud tegaknya hukum dan keadilan.
13

 

Di dalam hukum perdata terdapat banyak sengketa yang terjadi di 

masyarakat, diantaranya adalah perbuatan melawan hukum, sengketa tanah, 

sengketa waris pada keluarga, wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh 

debitur terhadap kreditur. 

                                                           
      

11
Yulia, Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Pres, 2018), Cet.Ke-1, h.1. 

       
12

Laila M. Rasyid, Herinawaati, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Pres, 

2015),  Cet. Ke-1, h.10. 

      
13

Agustine, Dwi, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata" dalam Rechts Vinding, Volume 

6., No. 1., (2017), h. 1-7. 
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Perkara perdata yang termasuk kepada perkara yang dapat diselesaikan secara 

sederhana adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perjanjian 

(overeenkomst) merupakan hukum dasar dalam perjanjian yang merupakan 

sumber terpenting dari perikatan (verbintenis).
14

 Perikatan sudah diatur dalam 

Buku ke III KUHPerdata, Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

“Tiap-Tiap Perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang”.
15

 

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan 

berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 

1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai 

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.  

Dengan adanya sebuah perjanjian maka kreditur dapat menuntut pemenuhan 

prestasi dari debitur, sedangkan debitur berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah 

disepakati dapat berjalan dengan seharusnya, namun biasanya ada suatu kondisi 

tertentu yang kesepakatan perjanjian itu tidak berjalan dengan sebagaimana 

mestinya sehingga muncullah peristiwa yang disebut dengan wanprestasi.
16

 

Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan 

waktu yang sudah ditentukan atau tidak dilakukan menurut selayaknya atau tidak 

dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah keadaan dimana 

debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan 

                                                           
      

14
Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996), Cet.Ke-16, h.1. 

      
15

Martha Eri Shafira, Hukum Perdata, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), Cet.Ke-1, h. 84. 

      
16

Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 

h.15. 
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kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya tidak memenuhi janji dalam suatu 

perikatan, kealpaan dan kelalaian.
17

 

Perbuatan melawan hukum juga termasuk kepada perkara yang dapat 

diselesaikan melalui acara sederhana, antara wanprestasi dengan perbuatan 

melawan hukum sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Namun, 

wanprestasi terjadi karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan 

melawan hukum terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan hak 

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan 

bertentangan dengan kesusilaan di dalam masyarakat. 

Perbuatan melawan hukum adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 

1365 KUHPerdata, berdasarkan pasal tersbut dijelaskan bahwa terdapat beberapa 

unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: 

1) Adanya suatu perbuatan  

2) Perbuatan itu melawan hukum 

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku 

4) Adanya kerugian bagi korban 

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
18

 

Sengketa perdata baik itu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum di 

pengadilan negeri diperiksa dan diadili menururt hukum acara perdata, seringkali 

memerlukan waktu relative lama dan biaya yang tinggi. Lamanya proses acara 

persidangan hingga diperolehnya putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan 

                                                           
      

17
Sinaga, N.A, Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, dalam 

Jurnal Mitra, Volume 7., No. 2., (2020), h. 43. 

      18
Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, dalam Jurnal Lex Privatum, 

Volume 4., No. 5., (2018), h. 58. 
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yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi 

dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara 

konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika 

menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang 

diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan 

efisien.
19

 

Di dalam hukum acara perdata terdapat dua cara dalam menyelesaikan 

sengketa yaitu, penyelesaian secara damai tanpa campur tangan pengadilan (non 

litigasi), dan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). 

Menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi adalah penyelesaian sengketa 

yang dilakukan berdasar kepada kesepakatan antara para pihak dan prosedur 

penyelesaian sengketanya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang 

bersengketa. Lalu, penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman kepada 

hukum acara perdata, yaitu HIR (Het Herziene Indische Reglement), RBg (Recht 

Reglement Van Buitengewesten), dan peraturan-peraturan dalam hukum acara 

perdata lainnya yang wajib dipenuhi agar sengketa dapat diajukan serta dapat 

mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan. 

Penyebab terjadinya sengketa dalam perdata dikarenakan salah satu pihak 

yang merasa dirugikan dan ingin menuntut hak nya melalui perantara dari 

pengadilan. Akan tetapi, hal ini tidak akan menjadi masalah jika penyelesaiannya 

mudah dengan biaya yang lebih murah daripada nilai materil perkara yang di 

sengketakan. Namun, kenyataannya dalam penyelesaian perkara terkadang perlu 

                                                           
      

19
Muhammad Agus Prasetyo, “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan 

Gugatan Sederhana (Small Claim Court)” dalam Jurnal USM Law Review, Volume 4., No. 2., 

(2021), h. 96. 
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mengeluarkan biaya yang mahal, sehingga menyebabkan terhambatnya 

perkembangan finansial para pihak yang bersengketa.
20

 

Pada asasnya semua bentuk perkara perdata akan diselesaikan melalui 

mekanisme beracara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam penyelesaian 

perkara perdata terdapat beberapa asas yang mengaturnya. Diantaranya ada 6 asas 

hukum acara perdata yaitu salah satu nya tentang asas cepat, sederhana dan biaya 

yang efektif. Yang mana asas ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa 

perdata dengan cara yang cepat, sederhana dan biaya efektif. Proses persidangan 

harus efisien dan tidak memakan waktu yang terlalu lama dalam penyelesaian 

perkaranya. Pihak-pihak yang berpekara juga di dorong untuk mencari 

penyelesaian alternatif seperti mediasi atau negosiasi untuk menghindari biaya 

dan kerumitan persidangan yang lebih besar. Bagi pihak yang bersengketa dengan 

nilai gugatan yang kecil. Maka, penyelesaian melalui pengadilan dengan 

menggunakan prosedur gugatan yang biasa itu bukanlah pilihan yang tepat karena 

dengan menggunakan prosedur gugatan biasa akan mengeluarkan biaya yang 

mahal dan proses penyelesaian perkaranya yang lama.
21

 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien. 

Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat 

lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang 

sangat formalistis dan sangat teknis, biaya perkara yang mahal, mengingat untuk 

pendaftaran gugatan saja sekitar Rp. 500.000,00 – Rp. 750.000,00 biaya 

                                                           
      

20
Jendra, Wayan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ketut Sudiatmaka, "Implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" dalam Jurnal 

Komunitas Yustisia, Volume 3., No. 2., (2020),  h. 90-101. 

     
21

Afriana, Anita, Chandrawulan, loc. cit. 
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persidangan yang berkali-kali, biaya pengacara, biaya sita, biaya pemeriksaan 

saksi, serta biaya-biaya lainnya. Peradilan yang tidak tanggap membela 

kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil, serta putusan pengadilan sering 

tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya dapat menimbulkan masalah 

baru mengingat proses berperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah 

dan yang menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian 

sengketa, meskipun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang 

ringan.
22

 

Untuk percepatan penanganan perkara di lingkungan peradilan, Mahkamah 

Agung telah menerbitkan beberapa regulasi salah satunya tentang Small Claim 

Court atau Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam (Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2019). Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini dinilai sangat revolusioner, 

karena Peraturan tersebut mengandung pembaruan terhadap sistem hukum acara 

perdata yang sebelumnya diatur oleh hukum peninggalan Hindia Belanda, yaitu 

HIR dan RBg dan Rv. 

Efa Laila Fakhriah berpendapat bahwa gugatan sederhana  merupakan suatu 

mekanisme informal di dalam pengadilan tetapi mekanismenya di luar mekanisme 

pengadilan pada umunya, dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk 

                                                           
      22

Sherly Ayuna Putri, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana 

Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015” dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 

2., No. 12., (2018), h. 2. 
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mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai 

gugatannya kecil.
23

 

Lembaga peradilan di Indonesia yang mempunyai wewenang terhadap 

penyelesaian perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang berada dibawah 

kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Dalam hukum perdata begitu banyak 

terjadi konflik atau sengketa, yaitu diantaranya sengketa tanah, sengketa ahli 

waris, perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lainnya.  

Pada website Pengadilan Negeri Padang Panjang penulis menemukan adanya 

31 perkara gugatan sederhana, yaitu sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 

2023.
24

 Di Tahun 2023 terdapat 7 perkara gugatan sederhana, diantaranya  ada 4 

perkara yang proses penyelesaian perkaranya masih lebih dari 25 hari yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel : I. I 

Perkara Gugatan Sederhana Yang Melebihi Batas Waktu Penyelesaian 

dalam 25 Hari 

 

No Nama Perkara Nomor Perkara Tanggal 

Perkara 

Status 

Perkara 

Lama 

Proses 

1. Wanprestasi 3/Pdt.G.S/2023/PNPdp 25 Mei 2023 Selesai 28 Hari 

2. Wanprestasi 2/Pdt.G.S/2023/PNPdp 25 Mei 2023 Selesai 32 Hari 

3. Wanprestasi 5/Pdt.G.S/2023/PNPdp 30 Mei 2023 Selesai 38 Hari 

4. Wanprestasi 7/Pdt.G.S/2023/PNPdp 29 September 

2023 

Selesai 38 Hari 

Sumber Data: http://sipp.pn-padangpanjang.go.id/list_perkara (Diakses pada 11 

Maret 2024).  

                                                           
     

23
Syarifuddin, Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, (Jakarta: PT. 

Imaji Cipta Karya, 2020), Cet.Ke-1, h. 12-13. 

      24
Pengadilan Negeri Padang Panjang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, artikel dari 

https://sipp.pnpadangpanjang.go.id/list_perkara/type/QkZ6bXJmWWVVbW0rWjRaZVhpVUlXQ

WJpU21KNEZZMXgxc2hLZTNaL1NPeG85Y0tEaDhWbU1lUVVieHRid1lXYTBDUGdlRzZtO

URqK3FIdTRNeFdPalE9PQ==. Diakses pada 5 Maret 2024. 

http://sipp.pn-padangpanjang.go.id/list_perkara
https://sipp.pnpadangpanjang.go.id/list_perkara/type/QkZ6bXJmWWVVbW0rWjRaZVhpVUlXQWJpU21KNEZZMXgxc2hLZTNaL1NPeG85Y0tEaDhWbU1lUVVieHRid1lXYTBDUGdlRzZtOURqK3FIdTRNeFdPalE9PQ
https://sipp.pnpadangpanjang.go.id/list_perkara/type/QkZ6bXJmWWVVbW0rWjRaZVhpVUlXQWJpU21KNEZZMXgxc2hLZTNaL1NPeG85Y0tEaDhWbU1lUVVieHRid1lXYTBDUGdlRzZtOURqK3FIdTRNeFdPalE9PQ
https://sipp.pnpadangpanjang.go.id/list_perkara/type/QkZ6bXJmWWVVbW0rWjRaZVhpVUlXQWJpU21KNEZZMXgxc2hLZTNaL1NPeG85Y0tEaDhWbU1lUVVieHRid1lXYTBDUGdlRzZtOURqK3FIdTRNeFdPalE9PQ
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Penyelesaian Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang. 

Masih belum sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung 

yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan 

bahwa “Penyelesaian perkara pada Gugatan Sederhana selesai paling lama pada 

waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama”. Namun, penulis 

menemukan di dalam website daftar perkara gugatan sederhana Pengadilan Negeri 

Padang Panjang bahwasanya ada 7 perkara di Tahun 2023 ini dan 4 perkara 

diantaranya waktu penyelesaian perkaranya lebih dari 25 hari. 

Mengenai batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, berdasarkan Pasal 5 

ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana, penulis tertarik untuk mencari tahu apa yang 

menjadi masalah dalam proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di 

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang begitu lama sehingga harus melanggar 

dari aturan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2015 yang berbunyi “Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak 

hari sidang pertama”. Tentunya ketentuan ini harus diterapkan oleh hakim yang 

akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana. Apabila 

dilanggar, maka perkara gugatan sederhana tersebut kehilangan maknanya. 

Sehingga, mengakibatkan gugatan yang sedang diperiksa tidak menjadi sederhana 
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lagi. Secara otomatis perkara tersebut menjadi perkara gugatan perdata biasa dan 

akan diterapkan ketentuan hukum acara perdata biasa pada perkara tersebut. 
25

 

Berdasarkan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap 

Penyelesaian Perkara Perdata  Di Pengadilan Negeri  Padang Panjang” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

akan dibahas dan menghindari terjadinya kekeliruan, maka penulis membatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu fokus pada Pasal 5 ayat 

(3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai batas waktu penyelesaian gugatan 

sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang 

Panjang.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:   

                                                           
      

25
Hukum Online, “Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana „Molor‟”, artikel dari 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhanamolor-

lt62b153c6ec3a4. Diakses pada 4 Januari 2024. 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhana-molor-lt62b153c6ec3a4
https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhana-molor-lt62b153c6ec3a4
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1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian 

perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang? 

2. Apa faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan 

Negeri Padang Panjang? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap 

penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang. 

b) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Institusi  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan 

tentang gugatan sederhana berdasarkan dari Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

terhadap penyelesaian perkara perdata. 
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b) Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

secara ilmiah bagi penulis dan menjadi wadah untuk mewujudkan ilmu 

dan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan. Selain itu. Diharapkan 

bisa menjadi bahan referensi atau perbandingan untuk penyusunan 

penelitian selanjutnya tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana Terhadap penyelesaian penyelesaian perkara perdata. 

c) Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak umum, 

terutama pada masyarakat di Kota Padang Panjang untuk mengetahui 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap penyelesaian 

gugatan wanprestasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2015. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Perkara Perdata 

Perkara dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Perkara dapat terjadi 

antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara 

kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara 

perusahaan dengan negara dan antara negara dengan negara lainnya. Dengan kata 

lain, perkara dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi 

baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. 

Perkara adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh 

pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya 

kepada pihak yang kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka 

akan terjadi apa yang disebut dengan perkara. Dalam konteks hukum khususnya 

hukum kontrak, yang dimaksud dengan perkara adalah perselisihan yang terjadi 

antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah 

dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.  

Menurut Nurmaningsih Amriani yang dimaksud dengan perkara adalah 

perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya 

wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sebuah 

perkara akan berkembang apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan 

rasa tidak puas, baik secara langsung kepada para pihak yang dianggap sebagai 
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penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para 

pihak unutk mengajukan sengketanya ke dalam pengadilan.
26

 

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Perdata 

Pada penyelesaian perkara perdata di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu 

malalui jalur yang disebut dengan litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan 

the last resort, yaitu sebagai upaya terakit jika penyelesaian perkara secara 

kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilan ternyata tidak menemukan titik 

jalan keluar. Sedangkan penyelesaian perkara jalur non litigasi adalah mekanisme 

penyelesaian di luar pengadilan yang menggunakan mekanisme yang hidup di 

dalam musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat.
27

 

3. Pengertian Gugatan 

Menurut Darwan Prinst Gugatan adalah  suatu tuntutan hak yang merupakan 

tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh 

pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrichting).
28

 

Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1 angka (2), 

gugatan adalah tuntutan hak yang yang mengandung sengketa dan diajukan ke 

pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan 

hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang 

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrichting). 

 

                                                           
       26

Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12.  

       27
Jendra Wayan, op.,cit., h. 90. 

      
28

Laila M. Rasyid dan Herinawaati, loc. cit., h. 30. 
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4. Sejarah dan Pengetian Gugatan Sederhana (Small Claim Court). 

a. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 

Sejarah pergerakan pembentukan gugatan sederhana dapat dilihat pada tahun 

1960. Yang tujuannya untuk menciptakan sebuah sistem peradilan yang 

memungkinkan orang untuk mempresentasikan diri mereka sendiri. Dengan 

konsep yang sederhana, informal, peradilan tanpa pengacara, dimana orang-orang 

biasa dapat menyelesaikan perkara mereka dengan cara yang damai, tanpa biaya, 

tanpa penundaan, secara teknis dan teliti. Dibantu dengan peraturan yang terpadu 

dan prosedur yang disederhanakan yang memudahkan penerapannya bagi orang 

awam. 

Dalam HIR/Rbg pun telah diatur tersendiri tentang pemeriksaan perkara 

secara singkat. Secara umum gugatan sederhana dipergunakan untuk menyebut 

sebuah lembaga penyelesaian perkara perdata berskala kecil dengan cara 

sederhana, tidak formal, cepat dan biaya yang murah. Gugatan sederhana pada 

umumnya terdapat di negara-negara yang memiliki latar belakang tradisi hukum 

common law. Di berbagai negara, perkara-perkara konsumen merupakan perkara 

yang diselesaikan oleh lembaga yang disebut dengan Small Claim Court atau 

Small Claim Tribunal. Perbedaan antara “court” dengan “tribunal” adalah court 

bersifat tetap sedangkan tribunal lebih bersifat ad hoc. Hal itu tampak misalnya, 

dalam hal kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan 

atau dengan kata lain yang bertindak sebagai hakim pada Small Claim Court 

benar-benar dijalankan oleh seseorang hakim pada court tersebut, sehingga 

putusannya pun sering kali disebut dengan istilah “judgement”. 
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Pada Small Claim Tribunal yang bertindak sebagai hakim adalah seorang 

Barrister sebagai anggota tribunal yang memimpin jalannya persidangan disebut 

dengan istilah “decision”. Sekalipun demikian sebagai lembaga yang 

menjalankan fungsi pengadilan keduanya juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik 

yang sama, antara lain
29

, sebagai berikut: 

1) Pada umumnya merupakan bagian dari sistem peradilan atau peradilan khusus 

diluar sistem peradilan yang bersifat independen. 

2) Terdapat batasan mengenai kasus apa saja yang dapat diajukan atau tidak 

dapat diajukan pada Small Claim Court maupun Small Claim Tribunal. 

3) Terdapat batasan nilai gugatan. Pada umumnya yang dapat diajukan adalah 

sengketa yang nilai gugatannya kecil. 

4) Biaya perkara yang lebih rendah dibandingkan biaya perkara yang diajukan 

pada pengadilan. Bahkan dibeberapa negara dibebaskan dari biaya perkara. 

5) Prosedur yang sederhana dan lebih bersifat informal sehingga para pihak 

yang awam hukum pun dapat mengajukan sendiri. 

6) Proses pemeriksaannya berlangsung cepat, sederhana dan biaya ringan, maka 

para pihak yang berperkara tidak memerlukan bantuan seorang kuasa 

hukum/advokat. 

7) Alternatif penyelesaian perkara lebih terbuka, dalam arti tidak selalau 

bergantung kepada pertimbangan hakim berdasarkan hukum yang berlaku, 

namun kemungkinan sebuah putusan yang didasarkan pada tawar menawar 

para pihak yang difasilitasi hakim. 

                                                           
      29

Syarifudin, op., cit., h. 46 



20 

 

 
 

8) Pada umumnya Small Claim Court maupun Small Claim Tribunal, 

memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan yang berupa uang ganti 

kerugian yang bersifat material, sekalipun dimungkinkan pula tuntutan dalam 

bentuk lain, misalnya permintaan maaf. 

b. Pengertialn Gugaltaln Sederha lnal 

Gugaltaln sederha lnal aldallalh taltal calral pemeriksalaln di persidalngaln terhaldalp 

guga ltaln perdaltal yalng malnal nilali gugaltaln malterilnya l ditentukaln nominallnyal, ya lng 

diselesalikaln denga ln taltal calral da ln pembuktialn yalng sederhalnal. Menurut Naltsir 

ALsnalwi gugaltaln sederhalnal (smalll cllalim court) aldallalh gugalta ln yalng aldal dallalm 

bidalng hukum perdaltal yalng nilali gugaltaln malterilnya l palling balnyalk Rp. 

200.000.000,00 (dual raltus jutal rupialh) yalng diselesalikaln dengaln taltal calral dallalm 

pembuktialn sederhalnal (simple procedure a lnd evidentialry).
30

 

Di dallalm Palsall 1 alyalt (1) Peraltura ln Malhkalma lh ALgung Nomor 4 Talhun 2019 

disebutkaln balhwal : Penyelesalialn guga ltaln sederhalnal aldalla lh taltal calral pemeriksalaln 

di persidalngaln terha ldalp guga ltaln malteril palling balnyalk Rp. 500.000.000,00 (limal 

raltus jutal rupialh) yalng diselesalikaln dengaln taltal calral daln pembuktialn sederhalnal.
31

 

Gugaltaln sederhalna l a ldallalh guga ltaln perda ltal denga ln nilali gugaltaln malteril 

palling balnya lk Rp.500.000.000,00 (dual raltus jutal rupialh) yalng diselesalikaln 

dengaln taltal calral daln pembuktialn ya lng sederhalnal. Penyelesalialn dengaln guga ltaln 

sederha lnal halnya l bisal digunalkaln untuk perkalral ingka lr jalnji (wa lnprestalsi) daln/altalu 

Perbualtaln Melalwa ln Hukum (PMH). 
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Na ltsir ALsna lwi, Hukum ALcalra l Perda lta l : Teori daln Pra lktik, (Jalka lrta l: Kenca lna l, 2016), h. 648  

      
31

Indonesia l, Pera ltura ln Ma lhka lma lh ALgung Nomor 4 Ta lhun 2019 Tenta lng Peruba lha ln ALta ls 

Peraltura ln Ma lhka lma lh ALgung  Nomor 2 Ta lhun 2015 Tenta lng Ta lta l Ca lra l Penyelesa lia ln Guga lta ln 

sederha lna l, Pa lsa ll 1 ALya lt (1). 
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Seluruh subjek hukum, balik oralng perseora lngaln malupun baldaln hukum, dalpalt 

mengaljukaln guga ltaln sederhalnal. Pihalk yalng menga ljukaln gugaltaln sederhalnal tidalk 

lebih dalri saltu, kecualli memiliki kepentingaln hukum yalng salmal.  

Perkalral da lpalt diselesalikaln melallui gugaltaln sederhalnal alpalbilal telalh 

memenuhi beberalpal persya lraltaln, dialntalralnya l yalitu : 

a) Palral pihalk halrus memenuhi beberalpal kriterial sebalgali berikut : 

1. Malsing-malsing saltu penggugalt daln tergugalt yalng merupalkaln oralng 

perseoralngaln altalu baldaln hukum, pengguga lt daln tergugalt dalpa lt lebih dalri 

saltu alpalbilal memiliki kepentingaln hukum ya lng salmal. 

2. Pengguga lt daln tergugalt beraldal dalla lm daleralh hukum yalng salmal. 

b) Jenis perkalral berupal ingkalr jalnji altalupun perbualtaln melalwaln hukum. Na lmun, 

aldal pengecuallialn ya litu sengketa l altals talnalh altalupun perkalral yalng malsuk 

yurisdiksi pengaldila ln khusus tidalk dalpalt malsuk ke dallalm guga ltaln sederhalnal. 

c) Nilali guga ltaln malteril palling balnya lk Rp.200.000.000,00. Untuk penggugalt daln 

tergugalt tidalk boleh lebih dalri saltu, kecualli memiliki kepentingaln hukum ya lng 

salmal. Kepentingaln hukum ya lng salma l ini malksudnya l aldallalh kepentingaln ya lng 

salling terkalit alntalral sesalme penggugalt altalu tergugalt. Misallnya l, dallalm 

perjalnjialn kredit, sua lmi ya lng mena lndaltalngalni perjalnjialn kredit yalng dilalkukaln 

oleh istri merupalkaln pihalk yalng malsuk dallalm kaltegori kepentingaln hukum 

ya lng salmal dallalm sengketal perda ltal tersebut. 

Oralng perseora lngaln alta lu baldaln hukum merupalkaln pihalk yalng dalpalt diguga lt 

dallalm penyelesalialn gugaltaln sederhalnal. Pihalk yalng digugalt diistilalhkaln sebalgali 

tergugalt. 
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Untuk bisal dialjukaln ke dallalm penyelesa lialn gugaltaln sederhalnal, malkal pihalk 

tergugalt ha lrus diketa lhui domisilinyal daln beraldal dallalm daleralh hukum ya lng salmal. 

Daleralh hukum yalng dimalksud aldallalh kalbupalten altalu kotal dimalnal pengguga lt daln 

tergugalt berdomisili. 

Dallalm gugalta ln sederhalnal besalraln palnjalr bialya l perkalral ditetalpkaln oleh ketual 

pengaldilaln negeri setempalt. Palnjalr bialyal tersebut dibalya lr oleh pengguga lt, 

sedalngkaln bialya l perkalra l dibebalnkaln kepaldal pihalk yalng kallalh sesuali dengaln almalr 

putusaln.
32

 

Gugaltaln sederha lnal dialtur di dallalm Peralturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 

Talhun 2015 tentalng Taltal Calral Penyelesalialn Guga ltaln Sederhalnal da ln Peralturaln 

Malhkalmalh ALgung Nomor 4 Talhun 2019 tentalng Perubalha ln ALtals Peralturaln 

Malhkalmalh ALgung Nomor 2 Ta lhun 2015 tentalng Taltal Calral Penyelesa lialn Gugaltaln 

Sederhalnal  

5. Manfaat Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 

a)   Meningkatkan  aksebilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan. 

Terutama bagi aksebilitas masyarakat yang tidak mampu, penyelesaian kasus-

kasus keseharian yang tidak kompleks, penyederhanaan prosedur menguntungkan 

orang awam, menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut bahkan berlanjut, 

dan mendorong kepercayaan masyarakat kepada lemabaga perdailan karena sifat 

peradilan yang efisien dan efektif. 
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Ma lhka lma lh ALgung Republik Indonesia l, et.a ll., Buku Salku Gugalta ln Sederhalnal, ( Ja lka lrta l: 

Pusa lt Studi Hukum da ln Kebija lka ln Indonesia l, 2015), h. 10-14. 
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b) Mendorong terwujudnya azas peradilan yang sederhana dengan prosedur 

yang lebih sederhana, pemeriksaan oleh hakim tunggal, dan selaras dengan asas 

kepatutan karena menghindari prosedur yang berbelit-belit. 

c) Mendorong terwujudnya asas peradilan yang cepat. 

d) Memberi kesempatan untuk memilih mekasnisme dan yurisdiksi yang 

tepat. 

e) Mengurangi kemungkinan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan 

Peradilan Tinggi 

f) Mewujudkan keadilan restorative dan mepertimbangkan ius 

contituendum.
33

 

6. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

ALsals cepalt dallalm proses peraldila ln alrtinya l penyelesalialn perkalral yalng tidalk 

memalkaln walktu yalng tidalk terlallu lalmal. Kemudialn alsals bialya l ringaln 

penekalnalnnyal paldal bialyal-bialya l perkalra l ya lng alkaln dikelualrkaln oleh kedual belalh 

pihalk terhaldalp perkalral ya lng sedalng dijallalninyal. Bialyal ringaln jugal menga lndung 

malknalbalhwal mencalri kealdilaln melallui lembalgal peraldilaln tidalk sekedalr oralng 

ya lng mempunya li halralpaln alkaln jalminaln kealdilaln di dallalmnya l tetalpi halrus alda l 

jalminaln balhwa l tidalk malhall daln kea ldilaln ya lng malndiri sertal bebals dalri nilali-nilali 

ya lng merusalk nilali kea ldilaln itu sendiri. Talhalp penyelesalialn gugaltaln sederhalnal, 

ya litu : 

a. Pendalftalraln  

b. Pemeriksalaln kelengkalpaln guga ltaln sederhalnal 
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Silvia Fitri Rohana, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana 

(Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas I A 

Tanjung Karang. (Skripsi: Universitas Lampung, 2017), h. 31. 
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c. Penetalpaln halkim daln penunjukaln palniteral penggalnti 

d. Pemeriksalaln pendalhulualn 

e. Penetalpaln halri sidalng da ln pemalnggilaln palral pihalk 

f. Pemeriksalaln sidalng daln perdalma lialn 

g. Pembuktialn 

h. Putusaln
34

 

Di talhalp pemerika lsala ln tergugalt, penggugalt mendalfta lrkaln gugaltalnnya l di 

kepalniteralaln pengaldila ln, penggugalt dalpalt mendalftalrkaln gugaltaln  dengaln mengisi 

blalnko gugaltaln ya lng telalh disedialkaln oleh kepalniteralaln. Blalnko gugaltaln berisi 

tentalng identitals pengguga lt daln tergugalt, penjelalsaln ringkals duduk perkalral da ln 

tuntutaln dalri penggugalt. Penggugalt waljib melalmpirkaln suralt yalng sudalh 

dilegallisa lsi paldal salalt mendalftalrkaln guga ltaln sederhalnal. 

Berikutnya l aldallalh penyelesalialn kelengkalpaln guga ltaln sederhalnal. Palniteral 

melalkukaln pemeriksalaln sya lralt pendalftalraln guga ltaln sederha lnal berdalsalrkaln 

ketentualn Palsall 3 daln 4 Peralturaln Ma lhkalmalh ALgung Nomor 2 Talhun 2015. 

Palniteral mengemballikaln gugaltaln ya lng tidalk memenuhi sya lralt sesuali ya lng 

dialmksud paldal alya lt (1). Kemudialn, pedalftalraln gugalta ln dicaltalt dallalm buku 

register khusus gugaltaln sederhalnal. Setelalh itu Ketual Pengaldilaln Menetalpkaln 

palnjalr bia lyal perkalral. Pengguga lt waljib membalyalr palnjalr bialyal perkalral jika l 

penggugalt tidalk malmpu malkal dalpalt menga ljukaln permohonaln beralcalral seca lral 

cumal-cumal alta lu prodeo.
35

 

                                                           
      

34
Ma lrten Bunga l, “Meka lnisme Penyelesa lia ln Sengketa l Mela llui Guga lta ln Sederha lna l”, da lla lm 

Goronta llo Lalw Review,  Volume 5., No. 1., (2022), h. 47. 
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 Setelalh itu, halkim yalng ditunjuk oleh ketual pengaldilaln waljib berpera ln alktif 

dallalm persida lngaln dengaln melalkukaln ha ll-hall berikut : 

a) Memberikaln penjelalsaln mengenali alcalral gugaltaln sederha lnal secalral berimbalng 

kepaldal palral pihalk.  

b) Mengupalyalkaln penyelesalialn perkalral secalral da lmali termalsuk menyalralnkaln 

kepaldal palral pihalk untuk melalkukaln perdalma lialn di lualr persidalngaln. 

c) Menuntun palral pihalk dallalm pembuktialn. 

d) Menjelalskaln alpal saljal upalyal hukum yalng dalpalt ditempuh oleh palra l pihalk. 

Peraln alktif yalng disebutkaln dialtals waljib untuk dilalkukaln dallalm persidalnga ln 

ya lng dihaldiri oleh palral pihalk.
36

 

Selalnjutnyal pemeriksalaln pendalhulua ln, ha lkim alkaln memeriksal malteri 

guga ltaln tersebut alpalkalh dalpalt diselesalikaln melallui pembuktialn ya lng sederhalnal. 

ALpalbilal dallalm pemeriksalaln halkim berpendalpalt balhwal gugaltaln tidalk termalsuk 

kepaldal gugaltaln sederhalnal, malkal halkim alkaln mengelualrkaln penetalpaln ya lng 

menya ltalka ln balhwal gugaltaln bukalnlalh gugaltaln sederha lnal daln alkaln mencoret 

guga ltaln tersebut dalri register perka lral.  

Paldal proses pembuktialn halkim tetalp melalksalnalkaln pemeriksalaln pembuktialn 

berdalsalrkaln hukum alcalral yalng berlalku. Halkim alkaln membalcalka ln putusaln dallalm 

kealdalaln sidalng terbuka l untuk umum, daln memberitalukaln kepaldal palral pihalk 

untuk mengaljuka ln keberaltaln jikal menolalk putusaln ya lng dibalcalkaln oleh halkim. 

Daln dallalm hall jikal pa lral pihalk tidalk haldir dallalm pembalca laln putusaln malkal jurusital 
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Indonesia l, Pera ltura ln Ma lhka lma lh ALgung Nomor 2 Ta lhun 2015 Tenta lng Talta l Ca lra l 

Penyelesa lia ln Guga lta ln Sederha lna l, Pa lsa ll 5 a lya lt (2) da ln Pa lsa ll 14.  
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alkaln menyalmpalikaln pemberitalhualn putusaln pa lling lalma l 2 (dual) halri setelalh 

putusaln dibalcalkaln.
37

 

Dallalm gugaltaln sederhalnal terdalpa lt upalyal hukum yalng dalpalt dilalkukaln oleh 

palral piha lk alpalbila l menolalk putusaln ya lng dijaltuhkaln oleh halkim. Dengaln 

mengaljukaln upalya l hukum keberaltaln, sebalgalimalnal yalng dimalksud dallalm Palsall 

20. Kebera ltaln alkaln dialjukaln kepaldal Ketual Penga ldilaln dengaln menalndaltalngalni 

alktal pernya ltalaln keberaltaln dihaldalpaln palniteral disertali dengaln allalsa l-allalsalnnyal. 

Permohonaln keberaltaln dialjukaln palling la lmbalt 7 (tujuh) halri setela lh putusaln 

dibalcalkaln oleh halkim. 

7. Upaya Hukum dalam Perkara Gugatan Sederhana 

Upaya hukum terhadap gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua 

Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera 

disertai dengan alasan-alasannya. 

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan 

diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan 

kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang 

disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan malampaui 

batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak 

dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan 

panitera. 
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Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan 

keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan 

dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan 

di kepaniteraan. 

Pada proses pemeriksaan keberatan. Ketua Pengadilan menetapakn Majelis 

Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat satu 

hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan 

oleh hakim senior yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. 

Putusan pada permohonann keberatan diucapkan paling lambat 7(tujuh) hari 

setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Pemberitahuan putusan kepada para 

pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapakannya pemberitahuan.  

B.   Penelitialn Terdalhulu 

Dallalm penelitialn ini sebalgali balhaln perbalndingaln, penulis mengalcu paldal 

bebera lpal penelitialn terdalhulu yalng relevaln dengaln Penyelesalialn Gugaltaln 

Sederhalnal. ALdalpun penelitialn-penelitialn tersebut alntalral lalin : 

1. Dheal Suryal ALdhi Putri, PENERALPALN GUGALTALN SEDERHALNAL (SMALLL 

CLALIM COURT) DALLALM PENYELESALIALN SENGKETAL 

WALNPRESTALSI DI PENGALDILALN ALGALMAL CIBINONG (Studi Kalsus : 

Putusaln Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PAL.Cbn), 2019. Meneralngka ln tentalng 

balgalimalnal peneralpaln sistem gugaltaln sederhalnal paldal sengketal ekonomi 

syalrialh di Pengaldilaln ALgalmal Cibinong. Dheal melalkukaln penelitialn di 

Penga ldilaln ALgalmal Cibinong Kalbupalten Bogor denga ln menggunalkaln metode 
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penelitialn yuridis normaltif denga ln pendekalta ln perunda lng-undalngaln daln 

pendekalta ln kalsus. Halsil dalri penelitialn aldalla lh peneralpaln gugaltaln sederhalnal 

paldal putusaln No. 1/Pdt.G.S./2019/PAL.Cbn di Penga ldilaln ALgalmal Cibinong 

sudalh sesuali denga ln alturaln yalng a ldal paldal Peralturaln Malhkalma lh ALgung 

Nomor 4 talhun 2019 daln Peralturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 14 talhun 2016. 

Peneralpaln gugaltaln sederhalnal ini sudalh sesuali memenuhi prinsip-prinsip paldal 

teori kepalstialn hukum daln efektifitals hukum.
38

 Berbedal dengaln Dheal, 

penelitialn ini bertujualn untuk mengetalhui balga limalnal penyelesalialn gugaltaln 

walnprestalsi seca lral sederhalnal  sesuali dengaln Peralturaln Malhkalmalh ALgung 

Nomor 2 Talhun 2015 tentalng Talta l Calral Penyelesalialn Gugaltaln Sederhalnal di 

Penga ldilaln Negeri Paldalng Palnjalng. Penelitialn ini dilalkukaln di Pengaldilaln 

Negeri Kotal Paldalng Palnjalng dengaln menggunalkaln metode penelitialn hukum 

empiris daln pendekaltaln kuallitaltif.   

2. Mithal Raltnalsalri, IMPLEMENTALSI PERALTURALN MALHKALMALH ALGUNG 

NOMOR 2 TALHUN 2015 TENTALNG TALTAL CALRAL PENYELESALIALN 

GUGALTALN SEDERHALNAL (Studi Kalsus Perkalral Nomor 

8/Pdt.G.S/2017/PN.SDAL). Meneralngkaln tentalng balgalimalnal peneralpaln taltal 

calral penyelesa lialn gugaltaln sederhalna l yalng sudalh dijelalskaln paldal palsall 5 alya lt 

(3) Peralturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 talhun 2015 yalitu mengha lruskaln 

penyelesalialn perkalral gugaltaln sederhalnal palling la lmal 25 (dual puluh limal) halri, 

nalmun falktalnya l malsih balnyalk penyelesalialn perkalralnya l melebihi dalri 25 (dual 
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Putri ALdhi Surya l Dhea l, Penera lpa ln Guga lta ln Sederha lna l (Sma lll Cla lim Court) Da lla lm 

Penyelesa lia ln Sengketa l Wa lnpresta lsi Di Penga ldila ln ALga lma l Cibinong (Studi Ka lsus : Putusa ln 

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PAL.Cbn), (Skripsi: Universita ls Isla lm Negeri Sya lrif Hida lya ltulla lh Ja lka lrta l, 

2019). 
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puluh limal) halri di Penga ldilaln Negeri Sidoalrjo. Penelitialn ini dilalkukaln di 

Penga ldilaln Negeri Sidoalrjo dengaln menggunalkaln metode yuridis normaltif 

dengaln fokus penelitialn mengenali Peralturaln Ma lhkalmalh Nomor 2 ta lhun 2015 

tentalng Taltal Calral Penyelesalialn Gugaltaln Sederhalnal khususkaln palda l Palsall 5 

alyalt (3). Halsil penelitialnnya l menunjukkaln balhwal: (1) Implementalsi Palsa ll 5 

alyalt (3) Peralturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 ta lhun 2015 Tenta lng Ta ltal Calral 

Penyelesalialn Gugaltaln Sederha lnal di Penga ldilaln Negeri Sidoalrjo Kelals 1AL 

khusus belum dijallalnkaln sesuali dengaln Peralturaln Malhkalma lh ALgung. (2) 

Kebijalksalnalaln Halkim ya lng mena lmbalh walktu penyelesalialn Gugaltaln 

Sederhalnal, dialkibaltkaln kalrenal aldalnya l beberalpal allalsaln.
39

 Berbedal dengaln 

penelitialn ini bertujualn untuk mengetalhui balga limalnal penyelesalialn gugaltaln 

walnprestalsi seca lral sederhalnal  sesuali dengaln Peralturaln Malhkalmalh ALgung 

Nomor 2 Talhun 2015 tentalng Talta l Calral Penyelesalialn Gugaltaln Sederhalnal di 

Penga ldilaln Negeri Paldalng Palnjalng. Penelitialn ini dilalkukaln di Pengaldilaln 

Negeri Kotal Paldalng Palnjalng dengaln menggunalkaln metode penelitialn hukum 

empiris daln pendekaltaln kuallitaltif.   

3. ALgni Halsrini Yusuf, PELALKSALNALALN PERALTURALN MALHKALMALH 

ALGUNG NO.2 TALHUN 2015 TENTALNG TALTAL CALRAL PENYELESALIALN 

GUGALTALN SEDERHALNAL DI PENGALDILALN NEGERI SINJALI, 2017.  

Menera lngkaln tentalng balgalimalnal pelalksa lnala ln Peralturaln Malhka lmalh ALgung  

Nomor 2 talhun 2015 tentalng Taltal Calral Penyelesalialn Gugalta ln Sederha lnal di 

Penga ldilaln Negeri Sinjali sertal untuk mengeta lhui kendallal-kendallal alpal yalng 
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Ra ltna lsa lri Mitha l, Implementa lsi Pera ltura ln Ma lhka lma lh ALgung Nomor 2 Ta lhun 2015 Tenta lng 

Talta l Ca lra l Penyelesa lia ln Guga lta ln Sederha lna l (Studi Ka lsus Perka lra l Nomor 

8/Pdt.G.S/2017/PN.SDAL), (Skripsi: Universita ls Negeri Sema lra lng, 2018). 
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terjaldi sela lmal pelalksalnalalnnya l. Penelitialn ini dilalksalnalka ln di Penga ldilaln 

Negeri Sinjali dengaln mengguna lkaln metode penelitialn normaltif empiris. Halsil 

peneltialnnyal menunjukkaln balhwal Pengaldilaln Negeri Sinjali telalh berusalhal 

memenuhi ketentualn taltal ca lral penyelesalialn gugaltaln sederha lnal ya lng telalh 

dituliskaln dallalm Peralturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 Ta lhun 2015, alkaln 

tetalpi dallalm penyelesalialn perka lral yalng memiliki baltals penyelesalialn 25 (dual 

puluh limal) halri terjaldi keterlalmbaltaln dalla lm pemberitalhualn putusaln kepaldal 

pihalk terguga lt sehinggal upalyal keberaltaln ya lng dialjukaln oleh pihalk terguga lt 

dallalm pralkteknyal jugal melewalti baltals walktu yalng berlalku. Keterlalmbaltaln 

pemberitalhua ln merupa lkaln halsil dalri kendalla l domisili pihalk tergugalt. Pihalk 

tergugalt memiliki domisili yalng berbedal dengaln pihalk penggugalt sehinggal 

pihalk tergugalt tidalk mengetalhui balhwal dirinyal diguga lt di Penga ldilaln Negeri 

Sinjali. Selalin itu, belum lualsnya l informalsi mengenali Taltal Calral Penyelesa lialn 

Gugaltaln Sederhalnal jugal merupalkaln kendallal lalin ya lng ditemui dallalm 

penyelesalialn gugaltaln sederhalnal.
40

 Berbeda l dengaln penelitialn ini bertujualn 

untuk mengetalhui balgalimalnal penyelesalialn guga ltaln walnprestalsi secalral 

sederha lnal  sesuali dengaln Peraltura ln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 Talhun 2015 

tentalng Ta ltal Calral Penyelesalialn Guga ltaln Sederhalnal di Pengaldila ln Negeri 

Paldalng Palnjalng. Penelitialn ini dilalkukaln di Pengaldilaln Negeri Kotal Paldalng 

Palnjalng dengaln mengguna lkaln metode penelitialn hukum empiris daln 

pendekalta ln kuallitaltif.   

                                                           
      

40
Yusuf Ha lsrini ALgni,  Pela lksa lna la ln Pera ltura ln Ma lhka lma lh ALgung No.2 Talhun 2015 Tenta lng 

Talta l Ca lra l Penyelesa lia ln Guga lta ln Sederha lna l Di Penga ldila ln Negeri Sinja li, 2017, (Skripsi: 

Universita ls Ha lsa lnuddin Ma lka lssa lr, 2017). 
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BALB III 

METODE PENELITIALN 

AL.   Jenis daln Sifalt Penelitialn 

Jenis penelitialn ini aldallalh penelitialn hukum empiris. Penelitialn hukum 

empiris aldalla lh penelitialn hukum ya lng mengalnallisis tentalng balgalimalnal peneralpaln 

hukum dallalm kenya ltalalnnya l, balik terhaldalp individu, kelompok, malsya lralkalt, 

lembalgal hukum dallalm malsya lralkalt dengaln menitik beraltkaln paldal perilalku 

individu altalu malsya lralkalt, orgalnisalsi altalu lembalgal hukum dalla lm kalitalnnyal 

dengaln peneralpaln altalu berlalkunya l hukum. Dallalm penelitialn ini penulis lalngsung 

kelalpalngaln untuk mengalmbil daltal.
41

 

Dilihalt dalri sifalt penelitialn, penelitialn ini aldallalh penelitialn preskiptif yalitu 

penelitialn yalng bertujualn memberikaln galmba lraln altalu merumuskaln permalsallalhaln 

sesuali dengaln kealdalaln altalu falktal ya lng alda l dikalitkaln denga ln peralturaln/norma l 

ya lng alda l.
42

 

B.   Pendekaltaln Penelitialn 

Pendekaltaln penelitialn aldallalh calral dallalm penelitialn ya lng dimulali dalri 

perumusaln ma lsallalh salmpali membualt sua ltu kesimpulaln. Pendekalta ln penelitialn itu 

sallalh saltunya l aldallalh pendekaltaln undalng-undalng (staltute alpproalch) aldalla lh sallalh 

saltu metode penelitialn hukum yalng dilalkukaln dengaln calra l menelalalh da ln 

                                                           
      

41
Muha limin, Metode Penelitia ln Hukum, (Malta lra lm: Ma lta lra lm University Press, 2020), h. 83 

      
42

Suteki da ln Ga lla lng Ta lufa lni, Metodologi Penelitia ln Hukum (Filsa lfa lt, Teori, Da ln Pra lktik), 

(Jalka lrta l: Ra lja lwa lli Pers, 2018), Cet. Ke-1, h. 137 
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mengalnallisis sebualh undalng-undalng peralturaln pemerintalh, pera lturaln daleralh daln 

regulalsi yalng bersalngkut palut dengaln isu hukum ya lng sedalng ditalngalni.
43

 

Dalri penjelalsaln dialtals dalpalt disimpulkaln balhwal penelitialn ini menggunalkaln 

pendekalta ln undalng-undalng yalng ma lnal peralturaln yalng digunalkaln dallalm 

penelitialn ini aldallalh Peralturaln Malhka lmalh ALgung Nomor 2 Talhun 2015 tentalng 

Taltal Calral Penyelesalialn Gugaltaln Sederhalnal. 

C.   Lokalsi Penelitialn 

Loka lsi penelitialn aldallalh tempalt yalng alkaln dituju oleh peneliti paldal salalt 

melalkukaln peneltialn.
44

 ALdalpun lokalsi penelitialn ini iallalh di Pengaldilaln Negeri 

Paldalng Palnjalng, ya lng beralla lmalt di Jallaln Soekalrno-Halttal No.9, Bukit Surungaln, 

Paldalng Palnjalng Balralt, Keluralha ln Palsalr Usalng, Kecalma ltaln Palda lng Palnjalng Balralt, 

Kotal Paldalng Palnjalng, Sumalteral Balra lt. Penelitialn ini dilalkukaln di Penga ldilaln 

Negeri Pa ldalng Palnjalng kalrenal peneliti melihalt proses penyelesalia ln perkalral pa ldal 

guga ltaln sederhalnal malsih belum sesuali dengaln Peralturaln Malhkalmalh ALgung 

Nomor 2 Talhun 2015 tentalng Taltal Calral Penyelesalialn Gugaltaln Sederha lnal.  

D.   Informan Penelitian 

Informan adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data 

yang diminta peneliti hanyalah apa yang mereka ketahui, dan tanggapannya tidak 

dapat diubah menjadi apa yang diinginkan
45

.  Dalam penelitian ini menggunakan 
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Nur Solikin,  Penga lnta lr Metode Penelitia ln Hukum, (Pa lsurua ln: CV. Penerbit Qia lra l Media l, 

2021), h. 63 
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Ba lchtia lr, Metode Penelitia ln Hukum, (Palmula lng: Unpa lm Press, 2018), h. 65 
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informan utama, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis dan detail 

tentang objek penelitian yang akan diteliti. Yaitu Hakim dan Panitera Muda 

Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang. 

E.   Daltal daln Sumber Daltal 

Daltal aldallalh sekumpulaln informalsi yalng sa lngalt dibutuhkaln dallalm penelitialn. 

Yalng diperoleh dalri berbalgali sumber. Sumber daltal yalng dikumpulkaln oleh 

peneliti ini beralsall dalri dalri dual sumber, yalitu : 

1. Daltal Primer 

Daltal primer alda llalh daltal ya lng diperoleh dalri sumber alslinya l, seoralng peneliti 

halrus secalral lalngsung mengalmbil daltal tersebut dalri sumber alslinyal. Daltal ini 

dialmbil dengaln calral melalkukaln observa lsi daln walwalncalral kepaldal responden yalng 

berkalitaln dengaln pembalhalsaln penelitialn yaite dengan Hakim dan Panitera Muda 

Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang. 

2. Daltal Sekunder 

Daltal sekunder aldallalh daltal ya lng diperoleh dalri mengumpulkaln balhaln 

kepustalkalaln, seperti: 

a. Balhaln Hukum Primer, merupalkaln balhaln hukum yalng memiliki ketentualn daln 

kalidalh hukum yalng mengikalt. Contohnyal, peralturaln perundalng-undalngaln. 

Balhaln hukum primer ya lng digunalkaln oleh peneliti aldallalh Peralturaln 

Malhkalmalh ALgung Nomor 2 Talhun 2015 Jo Peralturaln Malhkalmalh ALgung 

Nomor 4 Talhun 2019 tentalng Taltal Ca lral Penyelesalialn Guga ltaln Sederhalnal, 

daln Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2009 Tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln. 
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b. Balhaln Hukum Sekunder, merupa lkaln ba lhaln hukum yalng eksistensinyal 

berfungsi untuk memberikaln penjelalsaln daln memperkualt ba lhaln hukum 

primer. Contohnya l, alrtikel, jurnall, halsil-halsil dalri penelitialn terdalhulu daln 

pendalpalt palral a lhli. Balhaln-balhaln hukum sekunder ya lng digunalka ln aldallalh 

buku-buku daln jurnall-jurnall ya lng berkalitaln dengaln alpal ya lng alkaln diteliti. 

c. Balhaln Hukum Tersier, merupalka ln balhaln hukum yalng bersifalt pelengkalp 

ya lng menyedialkaln petunjuk lebih lalnjut dalri balhaln primer daln sekunder. 

Contohnyal, ka lmus hukum, ensiklopedial hukum daln KBBI. 
46

 

F.    Teknik Pengumpulaln Daltal 

Paldal teknik pengumpulaln daltal, penulis menggunalkaln beberalpal calral teknik 

sebalgali berikut : 

1. Observalsi 

Observalsi a ldallalh peneliti melalkukaln penga lmaltaln lalngsung ke lokalsi tempalt 

penelitialn gunal untuk mengumpulkaln daltal daln informalsi altalu daltal-daltal ya lng 

dibutuhkaln dallalm peneltialn. 

2. Walwalncalra l  

Walwalnca lral (interview) aldallalh proses pengumpulaln daltal lalngsung dalri 

nalralsumber penelitialn di lalpalnga ln (lokalsi). Peneliti alkaln melalkukaln Talnyal jalwalb 

dengaln nalralsumber terkalit dengaln Implementalsi Peralturaln Ma lhkalmalh ALgung 

Nomor 2 Talhun 2015 tentalng Talta l Calral Penyelesalialn Gugaltaln Sederhalnal, 

walwalncalral merupalkaln proses Talnya l jalwalb secalral verball ya lng dilalkukaln penulis 

                                                           
      

46
Taln, Da lvid. "Metode Penelitia ln Hukum: Mengupa ls Da ln Mengula ls Metodologi Da lla lm 

Menyelengga lra lka ln Penelitia ln Hukum." Nusa lnta lra l: Jurnall Ilmu Pengetalhualn Sosiall 8.8 (2021): 

2463-2478. 
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dengaln pihalk yalng terlibalt dallalm penelitialn ini, ya litu bersalmal dengaln Halkim di 

Penga ldilaln Negeri Paldalng Palnjalng daln Pa lniteral Mudal Perdaltal di Penalgdilaln 

Nederi Paldalng Palnjalng. 

3. Dokumenta lsi 

Dokumentalsi aldallalh kumpulaln berkals a ltalu daltal ya lng alkaln dica lri informalsi 

altalu keteralngalnnyal ya lng benalr daln nyaltal, ini didalpaltkaln dalri ha lsil pengumpulaln 

daltal berupal  buku, notulen, rekalma ln aludio, maljallalh daln lalinnyal.
47

 

G.   ALnallisis Daltal 

Dallalm mengalnallisis daltal dallalm penelitialn ini penulis menggunalka ln alna llisis 

kuallitaltif ya litu alnallisis ya lng digunalkaln dalpalt memberikaln deskripsi mengenali 

objek penelitialn berdalsalrkaln da ltal ya lng diperoleh dalri subjek penelitialn. Proses 

alnallisis dimulali denga ln menelalalh kaljialn yalng didalpalt dalri berbalgali sumber mulali 

dalri observalsi, walwalncalral daln dokumentalsi. Kemudialn membualt reduksi daltal 

ya litu daltal-daltal yalng pokok sertal disusun lebih sistemaltis sehinggal menjaldi dalta l 

ya lng sesuali dengaln permalsallalhaln yalng diteliti. Halsil alnallisis tersebut dalpalt 

diketalhui sertal diperoleh kesimpulaln induktif, ya litu calral berpikir dallalm 

mengalmbil kesimpulaln secalral umum ya lng didalsalrkaln altals falktal-fa lktal ya lng 

bersifalt khusus.
48
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BALB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulaln 

Berdalsalrkaln pendalhulualn dallalm kera lngkal teori daln pengolalhaln dalta l sertal 

halsil penelitialn da ln pembalhalsaln malkal dalpaltlalh ditalrik kesimpulaln sebalgali 

berikut: 

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di 

Pengadilan Negeri Padang Panjang secara umum dapat dilihat bahwa pada 

proses penyelesaian perkara nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp sudah sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan, seperti 

dengan penetapan hakim dan panitera pengganti yang penunjukannya sudah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 10 yaitu, penetapan hakim dan panitera 

pengganti tidak boleh lewat dari 2 (dua) hari, serta pemberitahuan putusan 

yang juga tidak lewat dari batas waktu yakni 2 (dua) hari setelah 

diucapkannya putusan. Akan tetapi, batas waktu penyelesaiannya melebih 

batas waktu dari 25 hari. Mengenai penyelesaian perkara guagatan sederhana 

yang melebihi batas waktu 25 hari , sepertinya tidak ada di permasalahkan 

dan sampai saat ini belum ada sanksi yang diberlakukan apabila ada perkara 

yang melewati batas waktu yang ditentukan. Dan untuk  putusannya tetap 

dijalankan dan tidak memiliki dampak apapun. 

2. Falktor pengha lmbalt implementalsi Pera lturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 

Talhun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di 
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Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah karena tidak adanya sosialisasi 

yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan Perma ini, sebagian 

masyarakat tidak tahu bagaimana cara sidang dan banyak dari masyarakat 

yang takut untuk mengikuti persidangan. Kemudian  mereka juga tidak 

mengetahui bagaimana alur dalam persidangan dan juga pada penyelesaian 

perkara pada nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp masih memiliki hambatan dalam 

proses penyelesaian perkaranya dikarenakan berbenturan dengan hari libur 

nasional yaitu bertepatan dengan hari raya idul fitri, karena hal tersbutlah 

yang membuat waktu persidangannya harus ditunda  dan memakan waktu 

yang lama untuk penyelesaiannya. Hal-hal seperti itulah yang membuat 

terhambatnya proses persidangan, walaupun sebenarnya pada saat sidang 

masih bisa mengupayakan perdamaian tetapi karena ketidakpahaman 

masyarakat terhadap alurnya persidangan gugatan sederhana, sehingga 

menyebabkan lamanya proses persidangan. 

B. Salraln 

Berdalsalrkaln kesimpulaln dialtals, malkal disalralnkaln alga lr Implementalsi 

Peralturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 Talhun 2015 di Pengaldilaln Negeri Paldalng 

Palnjalng sebalgali berikut: 

1.   Pada implementalsi Peralturaln Malhkalma lh ALgung Nomor 2 Ta lhun 2015 

tentalng Ta ltal Calral Penyelesalialn Guga ltaln Sederhalnal di Pengaldila ln Negeri 

Paldalng Palnjalng sangat membutuhkaln aldalnya l pengalwalsaln dalri Malhkalmalh 

ALgung terha ldalp jalla lnnya l persidalngaln gugaltaln sederhalnal a lgalr proses 

penyelesaian mengenai batas walktu gugaltaln sederhalnal di Penga ldilaln Negeri 
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Paldalng Palnjalng dapat berjallaln dengaln balik daln bena lr sesuali denga ln 

peralturaln yalng berlalku. 

2.   Dallalm menalngalni falktor-falktor yalng menghalmbalt dallalm implementalsi 

Peralturaln Malhalkalmalh ALgung Nomor 2 Talhun 2015 tentalng Taltal Calral 

Penyelesalialn Guga ltaln Sederha lnal di Pengaldila ln Negeri Paldalng Palnjalng algalr 

dalpalt terlalksalnal sesuai dengan peraturan yang berlaku daln terlalksalnal secalral 

malksimall dallalm pelalksa lnalalnnya l. Malkal sebaliknyal Pengaldilaln Negeri Paldalng 

Palnjang melalkukaln sosiallisalsi kepaldal malsyalralkalt khususnyal kepaldal 

malsya lra lkalt ya lng beraldal di Kotal Paldalng Palnjalng, algalr malsya lralkalt dalpalt 

mengetalhui balhwalsalnyal penyelesalialn perka lral ya lng dilalkukaln melallui 

pengaldilaln tidalk selallu sulit. 
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